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BUPATI TEGAL

' PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS! SEKRET ARIAT DAERAH DAN
- SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : a

Mengingat . P
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BUPATI TEGAL,
bahwa Pembentukan Organisasl Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD telah disahkan Bupali Tegal dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001

‘dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupmn

Tegal Tahun 2001 Nomor 01 ;
bahwa dengan telah dumapkannya Peraturan Pemenntah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD periu
di sesuaikan ;

bahwa sahubungan dengan gﬁ’ tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; '

Undeng-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
* Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian {Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1989
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; =
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 79,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1989 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-
pokok Kepegawaian (L.embaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wiayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat If Tegal (Lembaran
Negara Tahun 1886 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

‘Nomor 3321) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahuh 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ; -

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003'ﬁentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daereh (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4262) ; ' '

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan
Materi Muatan Produi-produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003
tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lombaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
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12. Peraturan Daerah ‘Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003
tentang . Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
. {(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003
- Nomor 13) ;

_ Dengan persemjuan .
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

TR MEMUTUSKAN P

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG

' PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
_ SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BaBl
 KETENTUANUMUM

T . _-“;pa‘sa: 1

Dalam Perah.sran Daerah ini yang dimaksud dengan

1.
2,

w

' Daerah adaiah Kabupaten Tegal ;.

Pemerintah Daerah adalah Bupah beseﬂa Perangkat Daerah Otonom yang iain:

, sebaga! Badan Eksekuuf Daerah

Bupati adalah Bupati Tesd L
DewanPerwakﬂanRakyatDaemhada!ahDewanPema!dianRakyatDaemh
Kabupmn Tegal, yang selan;um dismgkat PPRD;

Sekretaris Daerah adalah. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal ;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal yang selan;umya'
disingkat SETDA ;

. Asisten Sekretaris Daerah adaiah Asisten Sekre%ans Daerah Kabupaten Tegal ;

Sekretaris Dewan Pemakihn Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Tega! yang. setanju!nya disabutSekrahris DPRD ; .
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat: Dewan Perwakilan

 Rakyat Daerah Kabupaten Tegai, yangselamuuwad;sebmsmomn

10.Jabatan Fungsional adalah keduduian yang menunjulean wgas langgung jawab

memngdanhakseseomngPegamNegeﬂslpﬂdaIamsamanorganisasiyang
datam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ke!rampilan '

Eiperds-sot-reviPerds-SDSW.doc
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 eABH
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk SETDA dan Sekretariat Dewan.

Bagian Pertama
SETDA

 Ppasal 3

(1) SETDA merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh
m&mmmh"mmmmhdmmwmmbkm
Bupati.

msmmwmmasmmmmaummmnmm'
‘penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta
mmﬁmkmp&wmmuﬂmﬁ&m&hmﬂh&hmhHmwwmnumh

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, SETDA
mempunyai fungsi :

a. memwmummmmmmﬂﬂm&mﬁmmﬂﬁﬁhmm
b;mw%mmwmmmmmwmdmmmwmmu

c. pmmhhm sumber &myamm@n,mmmmm mmmmm ﬁm sarana.
d. mhhmmmhwnhhwmmﬂw&muhh&mﬁamngu¢mMmmmm

mmwmf1
NmmmPammNManumMmmmmm

Pasal4
(1) Tugas pokok Asisten Pemerintahan dan Pembangunan adalah melakukan

pembinaan  penyelenggaraan  pemerintahan dan  pembangunan  serta
mengkoordinasikan perumusan perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat..

E\perda-sot-reviPerda-SDSW.doc
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk tekms serta
memantau penyelenggaraan mmerintahan pembangunan dan kesejahtsraan
rakyat ;

b. pelaksanaan koordinasi keghtan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan kesejahteraan rakyat ;

c. penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-
undangan.

Paragraf 2
- Asisten Administrasi
Pasal 5

1) Tugas pokok. Asisten Admnﬁas: adalah mlaicsanakan dan membsna organisasi

dan ta&alaksana pendayagunaan aparatur, keagrariaan, ketabausahaan
) 'kemgawana_n.’ _rumah tangga dan protokol.

~ (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,

Asisten Administrasi, mempunyai fungsi : -

a. pe!aknnaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan
 organisasi, tatataksana dan pendayagunaan aparatur o

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan
keagrariaan ;

c. pelaksamn koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan tata

 usaha, kemngandanbarangseﬂakepegawalandtﬂngkunganSETDA

d. pelaksanaan urusan tumahtangga protokol dan sandl telekomunikasi ;

Paragraf 3
Bagian Pemerintahan -

Pasals

(1) Tugas pokok Bagian Pemenntahan adalah melaksanakan penyusunan program dan
petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan
Desa/Kelurahan, pembinaan Peranglat Daerah/Desa dan pembinaan lembaga
Desa serta pembinaan administrasi Desa/Kelurahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Bagian Pemerintahan, mempunyai fungsi: -

a. pengumputian ....
E:\perda-aot-reviPerda-SDSW.doc



 -8-

pengumpulan bahan pembinaan ‘koordinasi instansi vertikal oleh Bupaﬁ dalam
menyelenggarakan . pemerintahan dan penyusunan rencana program dan
petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan ;

pengumpulan bahan dmmnganahsadahsertapembeﬁanperﬁmbangandabm

- rangka pembinaan Perangkat Daerah/Desa dan lembaga Desa ;

mngumpuhnbahnpem:sunanpedomndanpemmwmispembmaanm
penyelenggaraanpemermtahanoeswl{elurahan

. pengeiolaan urusan ketatausahaan Bagian Pemerintahan.

.Péragraf 4
Bagian Hukum

‘Pasal 7

M) Tugas pokok Bagian Hukum adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan
Apemmusan pomlnran porundang-undangan telaahan hukum, memberikan bantuan
hukum, mempubhlcasakan dan mendokumentasikan produk hukum sena pembinaan
_ perijinan.

(2) Dalam menyehnggamlenmgaspokoksebmaumnadumamdayata)hsalum
Bagian Hukum, mempunyai fungsi :

a.
b.

pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
penelaahan dan pengevaluasian pelaieéanaan peraturan perundang-undangan
dan menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah ; _

penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur
Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas ;

. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi produk

hukumdanpelalmanaanddkumemasihmc_um;

..pengumpuhnbalmnmnwsummdoman'danwwukmispembiman

perifinan ;

' pongelolaan urusan ketatausahaan Bagian Hukum.

E:\perda-sot-rev\Perda-SDSW.doc
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" Paragraf 8§
Bagian Perekonomian dan Pembangunan:

Pasal 8

(1) Tugas pokok Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta
monitor perkembangan dibidang saranafprasarana perckonomian peningkatan

 produksi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembahgunan serta
pengendalian administrasi pembangunan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Bagian Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai fungsi :

a.

Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dibidang produksi peﬂ:anian, industri, pertambangan dan energi serta
kepariwisataan ;

Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

'dibmngporkopemssandanpen(reditansmtapenmdalan

Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petu.mjm( taiuﬁs pembmaan
di ibidang perusahaan dan perbankan Daerah ;

Pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dibidang transportasi dan telokomuniiasi ; |
Pengumpulan bahan, koordinasi dan penyusunan program tahunan
pembangunan Daerah;

Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang diblayai anggaran
pendapatan Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembandunan lainnya;
Pengumpulan bahan dan pengadministrasian program, bantuan pembangunan
dari Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ke tiga;
Pelaksanaan analisa dan evaluasi pembangunan; |

Pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

* Ei\perda-sot-reviPerda-SDSW.doc
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Paragraf 6
Bagian Kesejahteraan Rakyat

. Pasal9

(1) Tugas pokok Bagian Kesecjahtoraan Rakyat adalah melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta
memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial,
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. ‘ |

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagalmana dimalesud ayat (1) Pasal ini,
- Bagian Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi .

o ﬁ- .Wmmmmmmﬂtmmm

- . dibidang kesejahteraan rakyat ;

b pengkoord‘masnan dan pemantauan pe!alesanaan pemhnan bantuan dlbadang

~ pelayanan dan bantuan sosial serta kmnmakeqaan ' |

- c pengumpuhndanpengolahandahsertapenyhpansarandaanbangan
_dalammnmkalan kesexahhmanmkyat '

- d pengumpuiandanpengolahandatasemapenmpanbahanpenyusunan

B 'pedomndanpemnjukmis pembmaan dfbldangagamtemmsukumn haiji
dan sosial budaya; - : : : '

. e. pengumpuian dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pendidikan, generasi muda,
olah raga dan pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana ;

- . pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

. Paragraf 7
Bagian Organisasi
Pasal10

" (1) Tugas pokok Bagian Organisasi adalah melaksanakan penyusunan pedoman dan
| petunjuk  teknis pembinaan kelembagaan, ketataleksanaan, pembinaan
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), pengolahan data dan perpustakaan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Bagian Organisasi, mempunyai fungsi :
a, pengumpu!andanpengolahanda(asemamenyﬂp!anbahanpembmaandan
. penataan kelembagaan dan perpustakaan ; '

E:W—MSDSW.M
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pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
ketatalaksanaan, pengolahan data dan petunjuk teknis pembinaan
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) ;

pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata

- kerja, mehdekeqadanprosedurkoqa

pengumpulanbahanpenyusunanpedmnmdmpeamjukhahﬁspengemaandan
pengembangan perpustakaan ;

pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis smm
pengumpulan, pengolahan data dan penyajian data ;

pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Organisasi.

| Paragraf 8
Bagian Keagrariaan

Pasal 11

(1) Tugas pokok Bagian Keagrariaan adalah melaksanakan perencanaan penggunaan,
pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Baglan Keagrariaan, mempunyai fungsi :

a.
b.

pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis keagrariaan :
perencanaan penggunaan tanah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku ; | -
pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah Daerah sesuai peraturan pemndang-
undang yang beriaku ;

. pengelolaan urusan katatausahaah Bagian Keagrariaan.

Paragraf 9
~ Bagian Umum

" Pasal 12

- (1) Tugas pokok Bagian Umum adalah melaksanakan pembinaan ketatausahaan, tata
usaha pimpinan, keuangan dan penyusunan program kebuluhan perbekalan,
perawatan/pemeliharaan serta melaksanakan penyusunan pedoman dan pefunjuk
teknis pembinaan mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian dilingkungan
SETDA.

E:\perda-sot-rev\Perde-SDSW.doc
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(2) Dalem menyelenggarakan tugas pokok sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Bagian Umum, mempunyai fungsi :

a.
b.

pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan umum ;
pengumpulan, pensisﬁamahsasian dan pengolahan bahan penyusunan rencana

" kebutuhan perbekalan

polaksanaan penyiapan, pengadaan mmeliharaan _perlengkapah dan
perbekalan; -

. pengumpulan dan pengolahan data seria mempersiapkan peraturan-
' pefundangan dibidang kemlan

pehmnaandanmohhanmuhmdanmusehakepegamuan pembumn‘
dan pengembangan karior pegawal di lingkungan SETDA, ;

‘pengelolaan urusan ketatausahaan Bagtan Umum.

 Paragrat 10
 Bogian Rumah Tangga dan Protokl

Pasal 13

(1) Tugas pokok Bagian Rumah Tangga dan Protokol adalah melaksanakan urusan

dalam pelayanan umum, penyiapan dan pengaturan akomodasi, protokol sandi dan
nelekomonikasi :

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pesal ini,
Bagian Rumah Tangga dan Protokol, mempunyai fungsi :

a.

b.
c.

d.

penwlenggaraanurusanmmhhnggaSETDA
pengelolaan urusan perjatanan dinas ;

whksamnumsankepmhkolan,-- ,
pe!alsanmmnkmanankedalamhrhadappmsoml materiii dan

Mrmasi.

t' pengelolaan urusan kMUsahaanBagmn Rumah Tangga dah Protokol -

E\perda-sot-rev\Perda-SDEW.doc
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- SekretariatDewan

' Pasal14

(1) Sekretariat Dewan men.tpakan unsur. pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. .

(2) Selaetariat Dewan dapat menyediakan pawahﬁ dengan tugas membantu anggota
Dewan dalam menjalankan fungsinya : |

(3) Sekretariat Dewan mempunyai tugas rﬁembenkan pelayanan. admimstratlf kepada
anggota DPRD.

~ (4) Dalam - menyelenggarakan. tugas sabagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
~ ‘Sekretariat Dewan, mempunyai fungsi :
‘a. fasilitasi kegiatan anggota DPRD';
b, pe'la’ksénaari urusan rumah tangga DPRD ;
S pengelolaan urusan kéﬁamusahaan DPRD.

' Paragraf 1
Bag;an Umum

- Pasal 15'

()

(1) Tugas pokok Bagian Umum ada‘lah metaksanakan pembhaan-ke‘ﬁtausahaan dan
rumah tangga.- : R |

(2) Dalam menyelenggarakan lugas pokok sebagaimana dlmaksud ayat (1) Pasal Ini,
Bagian Umum, mempunyai fungsi : : :
a. pelaksanaan pemblnaan admmistrasi urusan ketatausahaan dan Kepegawaian ;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan petjalanan dinas anggota DPRD ;
c. pengelalam u;usan ketatausahaan Bagian Umum. - . :

E’\perda-got-reviPerda-SDSW.doc
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-Paragraf 2 .

~ Pasal6 |

(1) Tugas pokok Bagian Keuangan adalah melaksanakan pembinaan penyusunan
(2) Dalam menydenggarakan tugas ‘pokok sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
- Bagian Keuangan mempunya: fungsi :
a." Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat Dewan ;
b. ‘perericanaananggaran pengeluaran DPRD ' o
‘c.. periyusunan laporan keuangan DPRD dan Sekretanat Dewan ;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Bagian Keuangan. o

. 'Paragraf 3
" Bagian Persidangan

‘Pasal 17

1) Tugas pokok Bagian Perssdangan adalah melaksanakan dan penyiapan rapat,
nsalah produk dan dokumentasi hukum. |

(2) Dalam menyelenggamkan tugas pokok sebagalmana dimksud ayat (1) Pasal ini,
- Baglan Persidangan, mempunyai fungsn
a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;

' b.- penyelenggaraan rapat-rapat: dan pembualan risalah yang diselenggarakan oleh

. DPRD;-

¢. penyiapan p‘roduk'hukum dan mendokumenhﬁkﬁhnya ;o
d. pangslotaan urusan ketatausahaan Bagian Persidangan.

E'perda-sot-reviPerda-SDSW.doc
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 BABH |
- SUSUNAN ORGANISAS!

Bagian Pertama
 SETDA

Pasal 18

(1) Susunan organisasi- SETDA, . terdiri dari Sekretaris Daerah, 2 (dua) Asisten
Sokretaris Daerah, ‘hrbagi daiam 8 (d'e!épaﬂ) Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub
. 'Bagian.- ' .
(2) Susunan Orgamsasi sebagalmana d:mak;sud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari
a Asisten, terdiri dari :
1. Asishen Pemerintahan dan Pembangunan
2. Asisten Adm:nistras:
b. -Bagian tordiri dari :

1.
2
3.
4,
5.

Baman Pemerimahan

Bagtan Hukum ;

‘Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Baglan Kesejahteraan Rakyat ;

Bagian Organisasi;

6. Bagian Keagrarian;

7.
8.

Bagsan Umum ;
- Bagian Rumah Tangga dan Protokol.

¢. Kelompok Jabatan Fungsional. _

(2) Asisten sebagaimana dimaksud. avat (2) huruf a Pasal ini berada di bawah dan
‘bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

) Masingqmsing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

@ Masing-masing Sub Bagian dsplmpm oleh Kepala Sub Bagnan

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dlpzmpm oleh seorang tenaga fungsional senior
sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 1 .......

E:\porda-sot-reviPerda-SDSW.doc
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Paragraf 1 :
- Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

. Pasal 18

(1) Asisten Pemerintahen dan Pembangunan, terdiri dari :
 a. Bagian Pemerintahon ; |
b. Bagian Hukum ;
c. Baglan Porokonomian dan Pembengunan;
d. Bagian Kesojahteraan Rakyat. |
(2) Bagian Pemefintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu -
a. Sub Bagien Pemetintahan Umum ; |
b. Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
¢. Sub Bagian Perangkat dan Lembaga Desa.
(@) Bagian Hukum, tercir dar 3 (ige) Sub Bagian, yait:
a. Sub Baglan Perundang-undangan ; ‘
' b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

¢. Sub Bagian Dokumentasi dan informas! Hukum.
(%Bagm?emkonmﬁandanPembmgmn,terdmdadsihga}SubBagmn yactu:

a SubBagianSa:madaansamPerMmm

" b. SubBagianPeny:manm '

C. SubBagianPemendaﬁandanPefaporan
(S)BagtanKesejahbmanRakyat.tardindans(uga)SubBagian yaltu

- 8. Sub Bagian Kesejahtoraan Rakyat ; -

b. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan ;

¢. Sub Bagian Pemberdaysan Perempuan.

Pér_agraf 2
Asisten Administrasi

o SRR Pasal 20
- (1) Asisten Administrasl, terdiri dari :
a. Baglan Organisasi;

b. Bagian Keagrarian;

c. BagianUmum;

d. Bagian Rumah Tangga Protokol.

{2) Bagian .......
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(Z)Bacianomanisaa terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
| a. Sub Bagtan Kdembagaan '
b. Sub Bagian Tatalaksana ;
c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
~ (3) Bagian Keagrariaan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu-:
a.  Sub Bagian Perencanaan Penggunaan Tanah ,
b. Sub Bagian Pengadaan Tanah ;
¢ Sub Bag!an Penyelesaian Sengkeh Tanah
(C)] Bagtan Umum tard'rl dari 3 (tiga) Sub Bag:an yaltu
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Keuangan dan B’amhg"; .
¢. Sub Bagian Kepegawaian. -

(5) Bagian Rumah Tangga dan Protokol, terdisi dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Rumah Tangga ;
b. Sub Bagian Protokol ;
" ¢. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
B Isarééraf 3

Bagian Kedua
Sekrelanat Dewan

'Pasal 21

(1) Sekrstariat Dowan, terdirl dari Bagian dan Bagian terdir dari Sub Bagian.
@ Susunan ‘Organisasi sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdm dari 3 (tiga)

Bagian, yaitu .
a. Bagian Umum
b. Bagian Keuangan 3
c. ‘Bagian Pelsudangan .

3 Bagian Umum, terdiri dari 2 (dua) Sub Baglan yaitu ;

- a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Rumah Tangga

- (&) Bagian Keuangan terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

a. Sub Bagian Anggaran ;
b. Sub Bagian Perbendaharaan.

E\perda-sot-reviPerda-SDSW.doc



~16-

(5) Bagian Persidangan, terdir dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu
a. Sub Baglan Persidangan dan Risaleh ;
b. Sub Bagian Produk dan Dokumentasi Hukum.

(6) Masing-masmg Bagian dipimpin oieh seorang Kepala Bagian.
D Masmg—masing Sub Bagian dlmmptn oleh saorang Kepala Sub Bagian. -

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 22

| Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon i, i, dan IV, pada saat beriakunya
Peratmanrah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan
sesuaidmgank&enhmnymgbeﬂakusampaidengandﬁanﬁh\ya%]abatbam'
berdasahn PeraturanDaetahini

BABV
KETENTUAN LAIN — LAIN

Pasal23 .

Bagan organiSasi_ SETDA “dan Sekretariat Dewan, tercantum dalam Lamplran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

- Pasal 24

(1) Ponjabaran Tugas dan Fungst Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten,
Bagian dan Sub Baglan serta: Tala Ker]anya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

'(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekratans Daerah dan Sekretariat Dewan
ditatapkan dengan Keputusan Bupali sesual dengan ketentuan peraturan
pemndang-undanganyang berlaku.
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BAB W
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah &m.uﬁmn,Pannunu::xunah|eanqxaan‘nqaﬂ
Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

" Pasal 26

o’

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, momerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 14 Agustus 2004

BUPATI TEGAL,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 36
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 15 TAHUN 2004 '

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAS| SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

L UMUM

| Bahwa Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD tolah disahkan Bupati Tegal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 01 Tahun 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2001 Nomor 01. |
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Qrgamsasu Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
SeiwtariatDaerahdanSekretanat DPRD periu di sesuaikan.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dlatur dan dltetapkan

denmn Peraturan Daemh

il. PASAL DEMI PASAL' .

Pasal 1 sd Pasal 26 : Cukup jelas.
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_ BAGAN ORGANISAS! Lampiran  : Pereiuren Daersh Kabugsten Tegel
SEKRETARIAT DAERAH DAN Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembenkian
: SEKRETARIAT DPRD Orgonienst Selreturiat Dsersh den Selretarist Devwan
Perwekilan Fekyet Daorzh
N BUPATI PIMPINAN DPRD.
WAKIL BUPATH
- SEXRETARIS DAERAH i
}
!
: !
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' ' an e
- BAGIAN BAGIAN BAGER ‘
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